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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pamaparan dan analisis yang telah Penulis sampaikan pada 

bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia yang menjadi 

pokok bahasan yaitu withholding system yang merupakan sistem 

perpajakan dimana pihak ketiga yaitu perusahaan live streaming diberi 

kepercayaan oleh peraturan Perundang-Undangan untuk 

melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas 

penghasilan yang dibayarkan kepada official host. Pada kenyataannya 

perusahaan live streaming telah melanggar Pasal 21 UU PPh perihal 

kewajiban pemotongan PPh official host. Apabila kewajiban tersebut 

tidak dipenuhi berakibat jumlah perincian dalam SPT perusahaan live 

streaming menjadi kacau sehingga dapat dikenakan sanksi 

administrasi dan/atau pidana dan official host menjadi tidak memiliki 

bukti pemotongan pajak penghasilan sehingga mereka tidak akan 

melaporkan jumlah penghasilannya dalam SPT. Perjanjian kerjasama 

antara perusahaan live streaming dan official host yakni batal demi 

hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai 

kausa hukum yang halal menurut KUH Perdata.  

2. Kendala yang dihadapi oleh DJP dalam pemungutan pajak terhadap 

penghasilan official host yang tidak dipotong oleh perusahaan live 

streaming dapat digolongkan: 

a. Berdasarkan Peraturan Perpajakan 



50 

 

 Peraturan pelaksanaan tidak konsisten dengan UU Pajak; 

 Lemahnya penegakan hukum di Indonesia; 

 Aturan pajak sulit dipahami oleh orang awam dan sistem 

administrasi pajak yang masih buruk; 

 Lebih dari satu perusahaan live streaming menggunakan 

cara curang atau kotor untuk menghindari aturan 

perpajakan; 

 Wajib Pajak tidak melaporkan SPT dengan benar; 

 Kebijakan mengenai withholding system belum diatur 

secara rinci dan jelas dalam UU PPh. 

b. Berdasarkan Sumber Daya Manusianya 

 Kurangnya SDM di bidang perpajakan; 

 Database dan IT di bidang perpajakan belum mencapai 

Standar Internasional; 

 Kinerja AR sebagai masih kurang optimal dan seringkali 

lalai; 

 Tidak memiliki unit khusus untuk mengawasi kegiatan 

berpenghasilan dari dunia maya seperti pada kegiatan live 

streaming; 

 Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan; 

 Kurangnya kesadaran masyarakat dan Wajib Pajak tidak 

kooperatif bahkan lebih “galak” daripada petugas pajak; 
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 Jumlah ACR dalam 1 tahun pajak Indonesia masih sangat 

kurang; 

 Kapasitas setiap pegawai DJP yang berbeda; 

 Kesulitan saat pemeriksaan yaitu mendapatkan data 

keuangan Wajib Pajak dari pihak bank. 

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan DJP dalam penanganan kendala 

pemungutan pajak terhadap penghasilan official host yang tidak 

dipotong oleh perusahaan live streaming digolongkan: 

a. Berdasarkan Peraturan Perpajakan 

 Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melakukan 

kejahatan, kesalahan dan pelanggaran di bidang 

perpajakan; 

 Pengalokasian dana anggaran untuk membangun database 

yang lebih mutakhir; 

 Pengaturan denda dan/atau hukuman yang lebih berat dan 

besar bagi Wajib Pajak; 

 Adanya platform e-Filling untuk memudahkan Wajib 

Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya; 

 Penerobosan  rahasia bank sesuai dengan teori rahasia 

bank relatif. 

b. Berdasarkan Sumber Daya Manusianya 

 Peningkatan kuantitas dengan merekrut pegawai DJP; 

 Orientasi peningkatan DJP dan AR; 
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 AR sudah lebih diberlakukan dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya; 

 Berkoordinasi dengan beberapa pihak penyedia jasa inter-

net dalam hal pengawasan kegiatan berpenghasilan dari 

dunia maya seperti pada kegiatan live streaming; 

 Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi peraturan 

perpajakan di daerah-daerah tertentu; 

 Peningkatan persentase ACR; 

 Memonitor kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak 

penghasilan; 

 Melakukan continues learning kepada para pegawai DJP. 

 

B. Saran 

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan 

kewajiban memotong pajak penghasilan yang dibayarkan kepada official 

host, maka dibutuhkan beberapa cara, hal ini juga merupakan solusi dari 

hambatan-hambatan yang diterima oleh DJP dan para Wajib Pajak, yaitu:  

1. Sebaiknya fungsi AR diutamakan di bidang perpajakan agar perus-

ahaan live streaming taat dan patuh akan kewajiban perpajakan untuk 

memotong pajak penghasilan official host. Hal ini juga dilakukan agar 

Indonesia mendapatkan penerimaan negara yang memadai untuk 

membangun segala infrastruktur dalam merealisasikan kesejahteraan 

masyarakat;  

2. Pemberlakuan Pengadilan Pajak harus lebih baik dan tegas dikaitkan 

dengan banyaknya kejahatan dan pelanggaran di bidang perpajakan 
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dan pihak yang melakukan perlawanan terhadap pajak dengan cara 

yang curang untuk menghindari aturan perpajakan, diikuti dengan 

pemerintah harus membuat lebih banyak produk hukum termasuk 

sanksi administrasi dan sanksi pidana serta peraturan pelaksanaan 

yang khusus mengatur tentang bidang usaha live streaming di Indone-

sia agar praktiknya perusahaan live streaming tidak memiliki celah 

untuk melanggarnya. 

3. Peningkatan kualitas dengan cara menyeleksi Wajib Pajak yang akan 

menjadi pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Wajib Pajak 

harus memiliki moralitas, pendidikan dan wawasan yang luas 

mengenai pajak penghasilan dan diharapkan dapat meminimalisir 

adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya.  
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Indonesie). 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, L.N.R.I. Tahun 2008 

Nomor 133.  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang  Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang 

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2016, Penyesuaian 

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58cfc%2076c90f90/tugas-iaccount-representative-i-dalam-pengawasan-kepatuhan-wajib-pajak
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58cfc%2076c90f90/tugas-iaccount-representative-i-dalam-pengawasan-kepatuhan-wajib-pajak
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58cfc%2076c90f90/tugas-iaccount-representative-i-dalam-pengawasan-kepatuhan-wajib-pajak
https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-filing
https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-filing
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Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006, Account Repre-

sentative Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan 

Organisasi Modern. 

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, Pengawasan Wajib Pajak 

Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan 

Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. 

 

E. Wawancara 

Wawancara dengan Bapak Sanggul Simanulang, Pegawai Direktorat 

Peraturan Perpajakan II DJP. 

Wawancara dengan 6 orang Official Host yang Telah Bergabung Aplikasi 

Live Streaming. 
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